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Bappenas:
RPJMN 2025-2029 Tonggak Awal
Menuju Indonesia Emas 2045

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan arahan perencanaan pembangunan nasional lima tahun ke depan
dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

30 Desembe 024

Presiden Prabowo Subianto

Presiden Prabows tegaska

RPJMN 202

Menteri PP

epala Bappenas Rachmat Pambucly

alam agenda. yang dwrlcng
garakan

rencanaan P n\luubunm
Nisional/Badan - Perencasiaan
Pembangunan Nasional (PPN/

mensapi g pembungunan asionl.

i mat il Pt \v.dm,..
Nitisastro bahwa perencansan panbasigun

berdasarkan pada asas perencanaan,

Bappenas) tersebut, Prabowo mengamini  Pancasila, dan UUD 1945 untuk mencapai
pentingnya RPJMN scbagai tonggak awal masyarskat adil dan makmur. RPIMN
peridlanan menuju Indonesia Emas 2045, merupakan cawantzh dari Asta Cita yang
“Negara kita memerlukan perencanaan yang  menjadi visi dan misi Presiden. Asta Cita

matang uncuk mencapai tujuan nasioral yang
ditctapkan dalam_pembukaan UUD 1945,
RPIMN menjadi fondasi untuk mewujudkan

diturunkan ke dalam 8 prioricas nasional yang
didukung 17 program prioritas dan 8 program
hasil terbaik cepat.

persen pada 2029 dan menghapus kemiskinan
ekserem pada 2026,

Nasional (Musrenbangnas RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).
‘m‘"

pertumbuhan conomi hingga 8 persen
pada 2029. Adapun uneuk mencapal bl

Indonesia Emas 2045,” ujarn menegaskan, upaya ini melibatkan antara
RPIMN 20252029 menjadi fondasi  Sasaran Utama lind I i, pemberday pertanian
wansformasi menuju Tndonesia Emas 2045 Nasional masyarakat, sera  perbaikan  layanan nilirisasi

dengan mengedepankan pembangunan y

% pendidikan dan kesehatan. “Proyek str:
berkeadilan, dan  berkelanjutan.

ategis

Menter PPN/Kepala Bappenas Rachmat

inkl Pambudy menyatakan penurunan kemiskinan  nasional harus mendukung pencapaian tujuan
Berpedoman pada Rencana Pembangunan  merupakan  penckanan  pertama  dalam  ini dengan dampak langsung bagi masyarakat
Jangka Panjang Nasional (RPIPN) 2025 RPJMN 2025-2029. Indonesia menargetkan  luas,” jelas Rachmat.

2045, RPIMN menjadi pijakan scrategisuntuk.  penurunan singkat. kemiskinan menjadi 45 RPIMN 20252029 juga menargetkan

BAPPENAS

FOTO-FOTO: DOK. HUMAS BAPPE

MACHFUD P

Presiden RI dan Witkil Presiden RI bersama Menters PPN/Kepata Bappenas dan jajaran wiat pelaksanaan Agenda Musrenbangnas dalam
M.m,(iu Pelaksanaan RPJMN 2025-2029.

HIim: 3 - Kolom: Primetime

n perkotaan schagai pusat
pi ey

Adapun langkah kebijakan yang dilakukan
adakah deregulasi perizinan, Kesinambungan
ﬁxm yang didukung Kementerian Keuangan,

rta kebijaskan moneter yang progrowth.
RPIMN memuat berbagai indikator L..m,
serta fokus pembangunan yang tergambar

dalam Proyek Serategis Nasional (PSN) lima
tahus ke depan

“Salah saru PSN yang herdampak luas
adalah program makan bergizi. Sesuat arahan
Presiden, i

program ini tidak hanya uneuk
i gizi ibu hamil, balita, dan anak
(dapl juga mendorong prestasi dan
partisipasi siswa. PSN ini akan katkan
kescjahteraan masyarakat luas, pencipraan

FOTO: DOK. SETWAPRES/KEVIN AKBAR

entingnya RPIMN schagai tonggak awsl perjalanan menuju indonesia Imas 2045.

%

5-2029 menjadi
fondasi transformasi menuju
Indonesia Emas 2045 dengan

mengedepankan pembangunan

yang inklusil, berkeadilan, dan
berkelanjutan.

“Melalui pendidikan yang baik dan layanan
keschatar, yang memadai, kita membangun
‘generasi emas yang akan memimpin bangsa ini
di masa depan,” vjamya

Ekosistem pembangunan daerah
diperkuat

Rachmat juga menegaskan, program
nasional  hasil Musrenbangnas - diharapkan
harus bisa ditesjemahkan oleh kementerian dan
lembaga serta pemerintah dacrah supaya selaras,
terpadu, dan tersusun dalam suatu perencanaan
X ntegratif, dan spasial sesuai
dengan karakterisik sctisp wilayah.

*Ketergantungan dactzh terhadap transfer
ke dacrah sangat besar. Untuk itu, serategi
penguatan kevangan dacrah perlu didorong,
melalui  peningkatan potensi pendapatan
daerah, perluasan pendanaan alternacif, dan

dorong belanja produkeif,” ujarnya,

rategi penguacan tersebut harus dikawal
di tingkat nasional dan dacrah. Oleh sebab
itu, RPIMN ini tclah menctapkan sasaran
pertumbuban  ekonomi i,
yang menjad

dikawal pencapaiannya.
akan menjadi pengangkit - pembangunan
Transformasi  digital dapat  meningkatkan
penerimaan negara dan mengurangi kebocoran.

Transformasi digital

Urgensi pemerintahan bersih
Prabowo  menegaskan  pentingnya
pemerintahan yang bersih dalam mendukung
implementasi RPJMN. Untuk iru, budaya
budaya korupsi dan budaya mencuri vany
rakya harus dihilangkan. Dengan ad:
teknologi seperti earalogue dan e-government
dapat menjadi solusi atas hal eersebut
“Budaya  markp,  penggelembungan
proyek, dan kebocoran ~anggaran harus
Lita hilangkar.. Ini adalah komitmen kita
unwuk  membangun  pemerintahan  yang
be: ujarnya, Selain ita, pemerintah juga
berkomitmen untuk memperkuar sinergi
antara pusat dan daerah guna memastikan
program prioritas terlaksana mg. baik.
Keberhasilan RPIMN 20252029 tidak
hanya bertumpu pada prm:rnuh pusat,

e i
ekonomi sebesar 0,86 persen di tahun pertama
RPIMN,” ujarnya

Program makan bergizi gradis in akan
mencorong permintzan baru terhadap hasil
pertzaian, pangan, lapangan ketja, sarana
dan prasarana logistik. P
menumbubkan desa swisembada pangan
@ an aic yang bersinergi dengan
sebagai

cadangan

“Dengan d.m desa dan program makan
bergii, yang beredar i desa akan
meningkat lmw s abns cnarn kb fiar.
Program inijuga akan menciptakan permintaan
buru untuk hasil pertanian lokal, mendorong
, dan memperkuat

gratis ini juga
katan  kualitas
manusia, dengan carget Indeks
Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59 pada

2029. Steategi ini mencakup pembangunan
sckolah unggul baru, peningkatar. layanan
Keschatan  terintegrasi, dan  perbaikan

Kescjshtersan gura.

tetapi juga Lolaborasi antara
Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan
pihak swasta, schagai fondasi penting dalam
pelaksanaan  progran-program  prioritas
Musrenbangnas menjadi ruang partisipatif
memberikan  kesempatan  bagi  berbagai
pemangku kepentingan unsuk menyelaraskan
visi dan strategi pembangunas.

“Kita harus melindungi _rakyat
Melindungi dalam arti yang lengkap, dalam arti
komprehensif, dakam ‘arti yang menycluruh,
Melindungi secara fistk arcinya rakyat kita
harus cukup makan. Melindungi secara fisik
rakyat kica, rakyat kita harus cukup makan.
indungi segenap wmpah darah ar
kita harus waspada pangan,” ujaraya.

Dengan  RPJMN  2025-2029 gai
plti, Yot berada i jalur yang
tepatu judan visi besar Indonesia
T . "Melhii kelaborasi intas sektor
dukungan dari scluruh clemen bangsa, serta
komitmen untuk perubahan, tujuan ini dapat
tereapai. “Mari, kita_wujudkan Indoncsia
g maj,bexdalat,dan sefbrers” punghas
Pral

kita.
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Tantangan Ekonomi Maritim 2025

Risiko suplai dan permintaan angkutan maritim global. termasuk Indonesia, akan terpengaruh oleh
ketidakpastian ekonomi dan bayang bayang perang dagang antarnegara adidaya.

Yosepha Debrina Ratih

erpilihnya Donald
Trump sebagai Presiden
Amerika Serikat me-
ningkatkan kekhawatiran ter-
hadap ketidakpastian ekonomi
pada tahun 2025. Salah satu-
nya perang dagang antara AS
dan China yang sempat me-
‘manas pula kala Trump me-
mimpin AS pad’l 2017-2021.
Kecemasan ini diperkirakan
i

etidakpastian ekonomi
tambah bayang-baya
dagang antarnegs
juga akan berimbas pada In-
donesia. Risiko suplai dan per-
mintaan angkutan maritim
global, termasuk Indonesia,
akan terpengaruh.

“Ekonomi maritim global,
termasuk nasional, akan di-
pengaruhi adanya gangguan,
termasuk risiko permintaan
Jjasa maritim, terutama akibat
risiko tensi geopolitik, menu-
runnya ekonomi (resesi) glo-
bal,” ujar pengajar maritim
Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Surabaya, Raja
Oloan Saut Gurning, Senin
(30/12/2024).
itu, kLbunk:\n pmlc}.-

negara-negara besar,
AS, China, Eropa, Timur

Tengah, dan Asia. Imbasnya,

FOMPAS TOTOR WIINTANTO

Pekerja beristirahat siang di dermaga peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (25/4/2024). Keterlibatan lebih besar perusahaan nasional Indonesia dalam
sektor logistik sangat dinanti untuk menghadapi tantangan ekonomi maritim 2025.

yang
interaksi ekonomi dan perda-
gangan melalui I
Masalah dari s uplai,
Saut melanjutkan, terjadi per-
soalan turunan lain, seperti
gangguan atau disrupsi suplai
maritim. Hal ini erat kaitannya
dengan perang di Timur Te-
ngah, Eropa, dan potensi di
Asia. Suplai berlebih ruang
muat kapal di berbagai pela-
buhan utama dunia menim.
bulkan masalah baru.
"Termasuk masih belum
teruuhsasmm ’lerusan Suez
da

faktor

Mereka ada-

baru lewat

suplai,
dan proses bis-
tutur Saut.
Permintaan terhadap ba-
rang dan jasa akan menurun.
Hal ini seiring makin rendah
nya pemanaatan kapasitas ja-
sa pelayaran, pelabuhan, ope-
rator logistik maritim (for-
warder), dan galangan kapal.
China sebagai salah satu ba-
rometer ckonomi Asia
mendapat tel
Imbasnya, perdagangan inter-
nasional Indonesia ke China

um.k.,y.. sehingga rute
tetap masih panjang dan lama
serta relatif mahal. Kondisi ini

akan

‘Sejumlah faktor akan me-
nyusutkan permintaan impor-
tasi, termasuk eksportasi dari

lah ekonomi

China yang menurun, ting-

ginya biaya tenaga kerja, tu-

runnya tingkat konsumsi di

China, serta menyusutnya

animo perdagangan luar ne
i,

geri.

Pendiri sekaligus Direktur
The National Maritime Insti-
tute Siswanto Rusdi berpen-
dapat, pcr.mg d.uuml jilid 11
akan menckan pelayaran peti
rnvng:mg‘knl

dikhawatirkan akan meng-
ubah, bahkan membatalkan

kontrak. Namun, bisnis kapal

tanker dinilainya akan sedikit
mendapatkan angin segar ka-
rena AS tidak membatasi ke-
butuhan energinya.

“Bayangkan ketika sudah
diterapkan pajak progresif
oleh Trump, banyak rute
yang ditutup atau blank sail-
ing. Penutupan rute terjadi
karena permintaan turun, bah-
kan kosong sama sekali,” ka-
tanya.

Selain itu, para eksportir

akan terkelek naik. Risiko

mengatakan, perang dagang

yang bakal terjadi
pada 2025 rat kaitannya
dengan logistik transportasi
yang belum menjadi arus uta-
ma dalam kebijakan.

Peluang Indonesia

Di balik kelabunya proyeksi
industri logistik dan maritim
tahun depan, optimisme masih
dicoba dibangun. Peluang yang
ada perlu dimanfaatkan opti

penetrasi investasi
aging ke Indonesia. Hal ini
menjadi peluang besar bagi In-
dou esia.
“Perusahaan-perusahaan ini
t mendirikan pabrik di
Indonesia dzn tetap mengeks-
por produk ke AS tanpa meng-
hadapi tarif tinggi yang ber-
laku jika mereka mengekspor
langsung dari China,” ujarnya.
Yukki mengingatkan bahwa

dirugikan dari
ini. Biaya jasa naik, tetapi ka-
pal yang tersedia belum tentu
ada. Pada saat bersumaan, pe-
milik barang akan menunggu
tanpa kepastian. Secara agre-
gat, biaya logistik suatu negara

mal guna P S Pangsa
pasar dari dampak isu geopa-
litik dan perang dagan;

Ketua Dewan I’Ln.mhal
Asosiasi Logistik dan Forwar-
der Indonesia (ALF1/ILFA)
Yukki Nugrahawan Hanafi

HIm: 10 - Kolom: Ekonomi & Bisnis

intzh tetap perlu men-
jamin perusshasn perusshaan
lokal, termasuk penyedia jasa
logistik, turut menerima man-

dalam sektor logistik dinanti

Efek domino PPN

Gejolak geopolitik global je-
las akan berimbas pada dina-
mika logistik dan maritim In-
donesia. Namun, kebijakan da-
lam negeri juga akan menam-
bah beban tantangan pada ta-
hun mendatang. Kenaikan Pa-
jak Pertambahan Nilai (PPN)
menjadi 12 persen per 1 Ja-
nuari 2025 ditambah daya beli
masyarakat yang masih lemah
bakal memengaruhi dinamika
tersebut.
ut menilai, kebijakan-ke-
bijakan itu bakal menurunkan
permintaan angkutan laut ser-
ta level trafik dan kargo pe-
labuhan. PPN 12 persen akan
berpengaruh bagi proses ma-
nufaktur, produksi, dan kon-
sumsi, termasuk penambahan
biaya operasi kapal perusahaan
pelayaran, pelabuhan, serta
operator logistik nasional.

Dampak dominonya, PPN
12 persen akan menggerus
profit penyedia jasa, termasuk
penggina akhir, Permintaan
secara makro juga bisa ber-
kurang akibat meningkatnya
indeks risiko usaha. Akibatnya,
volume perdagangan jadi ber-
kurang, termasuk pendapatan
para pemilik atau penerima
barang (shipper/consignee).

*Tentu membuat daya saing
komoditas nasional menurun
dibandingkan dengan negara
Asia atan ASEAN dengan ting-
kat PPN lebih rendah. Dam-
paknya, komoditas nasional
sulit masuk ke pasar interna-
sional. Makin sulitnya penet
argo nasional akibat PPN

ini berpotensi mengurangi po-
tensi trafik maritim,”
Saut.

Senada, Siswanto berpenda-
pat kenaikan PPN sangat ber

ujar

an. Dalam rantai industri ini,
justru usaha logistik yang akan
hidup. antara lain perusahaan

faat dari investasi
asing. Keterlibatan lebih besar

perusahaan nasional Indonesia

J 3 jasa
transportasi ataun alat angkut,
seperti kapal, bus, dan truk.
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Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

Pemerintah telah
menyiapkan
delapan strategi
dan satu langkah
kebijakan untuk
mendorong
ekonomi tumbuh
8% berkelanjutan.

Yaxus PryaTama WiAvAATMAJA
yokub p@medicindonesio.com

ENTERI Peren-
canaan Pem-
bangunan Na-
sional/Kepala
Badan Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional (PPN/Bap-
penas) Rachmat Pambudy
mengatakan pemerintah me-
nyiapkan delapan strategi dan
satu langkah kebijakan untuk
mendorong ekonomi tumbuh
8% berkelanjutan. Hal tersebut
tertuang dalam Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Delapan strategi tersebut
jalah peningkatan produktivi-
tas pertanian menuju swasem-
bada pangan, industrialisasi
(hilirisasi) sektor padat karya,
berorientasi ekspor, dan ber-
kelanjutan; ekonomi biru dan
‘ekonomi hijau; pariwisata dan
ekonomi kreatif; perkotaan
sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi; transformasi digital:
lalu investasi (foreign direct in-
westment) berorientasi ekspor
dan investasi tanpa anggaran
pendapatan belanja negara

).
Strategi selanjutnya ialah be-
lanja negara untuk produktivi-
ber-

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS: Buruh tani menylapkan bibit padi yang akan ditanam di kawasan persawahan

gizi gratis (MBG), pembangunan
3 juta rumah, lumbung pangan
nasional dan desa, sekolah ung-
gul, hilirisasi lanjutan, electric
wehicle, dan lain-lain.

*“Adapun langkah kebijakan
yang dilakukan adalah dereg-
ulasi perizinan, kesinambun-
gan fiskal yang didukung
Kementerian Keuangan, serta
kebijakan moneter yang pro-
growth,” ujarnya dalam acara
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional (Mus-
renbangnas) dalam Rangka
Pelaksanaan RPJMN 2025-
2029 di Gedung Bappenas,
Jakarta, kemarin

Lebih lanjut, RPJMN me-

rupakan indikator kinerja
serta fokus

menuju

“PSN ini akan meningkat-
kan )

yang tergambar dalam proyek
strategis nasional (PSN) lima
tahun ke depan. PSN sen-
diri adalah proyek prioritas
terpilih yang berkontribusi
signifikan dalam pencapaian
sasaran RPJMN, 17 program
prioritas, dan 8 program hasil
terbaik cepat.

Menurut dia, salah satu PSN
yang memberikan dampak
luas program MBG yang akan
memenuhi gizi ibu hamil,
balita, dan anak sekolah, serta
mendorong prestasi dan parti-
sipasi siswa.

luas, menciptakan lapang-
an kerja, dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi sebe-
sar 0,86% di tahun pertama
RPJMN. Dengan kontribusi
pembelanja negara Rp71 trili-
un, bisa meningkatkan 0,86%,"
ungkap Rachmar.

Program MBG akan mendo-
rong permintaan baru terha-
dap hasil pertanian, pangan,
lapangan kerja, hingga sarana
dan prasarana logistik yang
bakal menumbuhkan desa
swasembada pangan, energi,
serta air. Hal itu diiringi si-

pangan menjadi salah satu strategl untuk

ekonomi

ANTARA FOTORASAN A& AR

di Cibiru Hilir, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/12).

nergi dengan
hutan sebagai cadangan pa-
ngan, energi, dan air.

“Jika Presiden Prabowo pada
waktu itu punya program
big push strategy, ini adalah
contoh big push strategy yang
langsung bisa dilaksanakan
karena agregat demand yang
besar diminta akan menim-
bulkan supply juga yang besar.
Jadi, demand creates supply
ini akan menjadi dorongan
pertumbuhan ekonomi yang

bisa P
ekonomi nasional yang berke-
lanjutan,” kata Rachmat

capaian per ekono-
mi sebesar 8%, Target tersebut
sesuai dengan visi Prabowo.

Trajektori per
ekonomi pada 2025 sebesar
5,3%, kemudian pada 2026
sebesar 6,3%, lalu 7,3% pada
2027, 7,7% pada 2028, dan 8%
pada 2029. Secara rata-rata,

“Saya Saya yakin
bahwa kita akan berbuat baik
dan kita akan bikin kaget se-
mua pihak, pihak-pihak luar
negeri.” ujar Prabowo.

Prabowo mengemukakan

lima tahun mendatang ialah
7.0%.

luar biasa, dan p
program PSN ini akan ber-
dampak pada per

Optimistis
Dalam patan yang
sama, Presiden Prabowo Subi-

ekonomi daerah, sehingga

is bisa bikin kaget
pihak luar negeri soal rencana

Him: Il - Kolom: Musrenbangnas

dirinya pihak dari
luar negeri terkait dengan
pertumbuhan ekonomi 8%
itu. Prabowo membeberkan,
jika targetnya tercapai, ia
akan ditraktir makan malam
gratis.

“Saya malah ditantang. Ada
pihak-pihak dari luar negeri

yang saya, mereka
yakin kita tidak mungkin 8%.
Kalau mencapai 8%, saya akan
dikasih makan malam gratis.
Saya boleh pilih menunya.
Saya akan pilih menu yang
paling mahal, tapi karena saya
sudah agak (gemuk), saya ha-
rus mengurangi berat badan,”
ungkapnya.

Menteri Investasi dan Hiliri-
sasi Rosan Roeslani menerang-
kan Indonesia butuh investasi
senilai US$900 miliar, atau
setara Rp13.528 triliun, hingga
2029 jika ingin mencapai tar-
get pertumbuhan ekonomi 8%.
(AnvH-2)
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RPJMN 2025-2029 Dorong
Peningkatan Kontribusi Daerah

RENCANA Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2025-2029 mendorong
perkembangan dan kemandi-
rian ekonomi. Itu ditujukan
agar tiap daerah di Indonesia
dapat berkontribusi besar
terhadap perekonomian na-
sional.

Menteri Perencanaan Pem-
bangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Nasional
(Bappenas) Rachmat Pam-
budy menuturkan, selama ini
mayoritas daerah di Indonesia
memiliki ketergantungan yang
cukup tinggi terhadap transfer
ke daerah (TKD) dari peme-
rintah pusat. Ketergantungan
itu, menurutnya, perlu untuk
dikurangi.

“Untuk itu strategi pengu-
atan keuangan daerah perlu
didorong melalui pening-
katan potensi pendapatan
daerah, perluasan pendanaan
alternatif, dan mendorong
belanja lebih produktif. Stra-
tegi penguatan tersebut harus
dikawal di tingkat nasional dan
daerah,” kata Rachmat pada
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Nasional (Mus-
renbangnas) dalam Rangka
Pelaksanaan RPJMN 2025-2029,
kemarin.

“Oleh sebab itu, RPJMN telah
menetapkan sasaran pertum-
buhan ekonomi di tiap provinsi
yang menjadi acuan kepala
daerah untuk dikawal penca-
paiannya,” lanjut Rachmat.

Dari paparannya, kontribusi
daerah dibagi menjadi dua
kawasan, yakni kawasan Indo-
nesia Barat dan Indonesia Ti-
mur. Dalam RPJMN 2025-2029
daerah di kawasan Indonesia
Barat diharapkan mampu
mencapai angka pertumbuhan

“Dalam RPJMN 2025-2029 daerah di
kawasan Indonesia Barat diharapkan
mampu mencapai angka pertumbuhan
ekonomi hingga 7,7%, sementara
kawasan Indonesia Timur diharapkan
mampu tumbuh 8,8%.”

ekonomi hingga 7,7%, semen-
tara kawasan Indonesia Timur
diharapkan mampu tumbuh
8,8%.

Hal itu diperlukan agar tar-
get pertumbuhan ekonomi
nasional 8% dapat terealisasi
secara bertahap. Penguatan be-
lanja pemerintah daerah dise-
but menjadi salah satu strategi
penting yang dapat dilakukan
pemerintah daerah.

Sementara itu, saat membe-
rikan arahan dalam Musren-
bangnas tersebut, Presiden
Prabowo Subianto mengatakan
pemerintah pusat selama ini
telah memberikan dukungan
melalui TKD, salah satunya
dalam bentuk dana desa.

Dia menilai dana desa yang
selama ini diberikan boleh
jadi tak mencukupi kebutuhan
pembangunan daerah di ling-
kup terkecil. Namun, Kepala
Negara meyakini nantinya
daerah akan mendapatkan
perputaran uang berkali-kali
lipat dari program yang di-
jalankan pemerintah pusat
seperti makan bergizi gratis
(MBG).

“Dana desa adalah sekarang
Rp1 miliar satu tahun. Benar,
ya? Dengan program makan
bergizi, itu nanti uang yang
beredar di desa mungkin akan
naik lima, enam, tujuh Kkali,
(jadi) kita akan tambah, tetapi
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melalui mekanisme yang kita
yakin harus sampai ke sa-
saran,” kata Prabowo.

Program makan bergizi gra-
tis telah menjadi salah satu
proyek strategis nasional. Dari
hitungan Bappenas, pelaksa-
naan program tersebut akan
mendorong peningkatan per-
tumbuhan ekonomi hingga
0,86% di tahun pertama RPJMN
2025-2029.

Program tersebut juga di-
nyatakan bakal mendorong
permintaan baru. Pada akhir-
nya, berdasarkan kalkulasi
pemerintah, program makan
bergizi gratis akan menum-
buhkan desa swasembada
pangan, energi, dan air. Dus,
itu sekaligus akan mendorong
ekonomi lokal, atau pemerin-
tahan daerah darilingkup desa
hingga provinsi.

Karena itu, Prabowo juga
mengharapkan dukungan
kepala daerah untuk ikut me-
nyukseskan agenda besar dan
program pemerintah pusat.

“Para gubernur, saudara-
saudara pemimpin yang paling
dekat dengan rakyat. Saudara-
saudara yang paling dekat,
para bupati yang paling dekat,
yang paling tahu masalah.
Insya Allah dengan kita menge-
lola dengan baik, penghasilan
untuk negara akan baik,” kata
dia. (Mir/]-3)
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Kenaikan Upah dan PPN
Mengerek Inflasi di 2025

Tingkat inflasi di akhir 2024 masih terkendali, namun pada 2025 bisa menembus 2,5%

Dendi Siswanto,
Siti Masitoh

JAKARTA. Tingkat inflasi di
pengujung tahun 2024 diper-
kirakan berada di bawah tar-
get pemerintah maupun Bank
Indonesia (BI). Meski terdo-
rong aktivitas dan mobilitas
masyarakat di periode Natal
dan Tahun Baru (Nataru), in-
flasi pada Desember 2024 di-
anggap masih terkendali.

Sejumlah ekonom mempro-
yeksikan, tingkat inflasi ta-
hunan (year-on-year/yoy)
pada akhir 2024 bergerak di
rentang 1,50%-1,73%. Estimasi
itu lebih tinggi dibanding in-
flasi November 2024 di level
1,565% yoy (lihat tabel).

Kepala Ekonom BCA David
Sumual memprediksi tingkat
inflasi pada Desember 2024 di
level 1,60% yoy. Angka ini di-
perkirakan sesuai target Bank
Indonesia (BI) yaitu pada ki-
saran 2,5% plus minus 1%. Se-
mentara target inflasi dalam
anggaran pendapatan dan be-
lanja negara (APBN) 2024 se-
besar 2,8% yoy.

Dia menyebutkan, inflasi
pada Desember masih tetap
terkendali meski pada akhir
tahun biasanya terjadi kenaik-
an yang didorong faktor musi-
man seperti peningkatan be-
lanja masyarakat. "Belanja

akhir tahun sering kali men-
dorong kenaikan harga bahan
pangan dan inflasi inti," tutur
David, Minggu (29/12).
Secara bulanan, Bank Per-
mata memperkirakan inflasi
pada Desember 2024 akan
meningkat menjadi 0,54%
month-on-month (mom) dari
0,30% pada November 2024,
Kepala Ekonom Bank Per-
mata Josua Pardede menje-
laskan kenaikan ini terutama
dipicu peningkatan perminta-

Pemerintah
juga periu
memastikan
kelancaran
distribusi barang.

an selama liburan Nataru.
Adapun inflasi kelompok har-
ga bergejolak diproyeksikan
naik signifikan menjadi 2,54%
mom dari 1,07% mom pada
November 2024. "Terutama
dipengaruhi kenaikan harga
berbagai harga komoditas pa-
ngan, termasuk cabai merah,
cabai rawit, bawang merah
dan telur ayam," ujar dia, ke-
marin. Seiring meningkatnya
inflasi bulanan, Josua mem-
prediksi tingkat inflasi tahun-

an berada di kisaran 1,67%
yoy pada Desember 2024,
Ekonom Bank Danamon
Hosianna Evalita Situmorang
menilai, tren inflasi di paruh
kedua 2024 cenderung ren-
dah, disebabkan efek high
base dari kenaikan harga ba-
han pangan sejak 2023 hingga
awal 2024. "Sejalan momen li-
bur Nataru, kami memperki-

lasi. Hal ini sejalan penurunan
tarif angkutan udara berlaku
selama periode Nataru.

Pada tahun depan, sejumlah
ekonom kompak mempredik-
si inflasi berpotensi menanjak
dibandingkan 2024.

Staf Bidang Ekonomi, In-
dustri dan Global Markets
dari Bank Maybank, Myrdal
Gunarto meramal, inflasi In-

prediksi inflasi berpotensi
kembali meningkat menuju
2,5%. Namun dia melihat, fak-
tor daya beli masyarakat yang
lemah diperkirakan dapat
menjadi penghambat kenaik-
an inflasi yang signifikan.
Untuk itu, David menyoroti
pentingnya langkah pemerin-
tah menjaga stabilitas inflasi.
Ia menyarankan agar peme-

rakan inflasi Indonesia sepan- donesia pada 2025 bisa me- rintah memastikan kelancar-
Jjang Desember 2024 beradadi nembus 2,53% yoy, jauh di an distribusi barang. "Serta
0,33% mom dan 1,73% yoy," atas estimasi inflasi di akhir identifikasi mana daerah-dae-
kata diaa, kemarin, 2024 di level 1,62% yoy rah yang surplus dan defisit
Chief Economist Bank Sya- Dia bilang, prediksi inflasi untuk melakukan mitigasi
riah Indonesia, Banjaran Sur- 2,563% dipengaruhi sejumlah dampak," kata dia. [ ]
yaIndrastomo, jugamenyebut faktor, termasuk kenaikan ta-
kenaikan permintaan selama rif PPN menjadi 12%, pening-
libur akhir tahun, termasuk katan upah minimum provinsi Tren Laju
Nataru, menjadi faktor utama  (UMP) sebesar 6,5%, serta Inflasi Tahunan
pendorong inflasi pada bulan  potensi gangguan iklim yang
tersebut. Namun, inflasi ke- dapat memengaruhi pasokan Nov2024 I 1,55%
lompok administered prices pangan. Okt2024 1,71%
diperkirakan mengalami def- David Sumual juga mem- Sept2024 N 1,84%
Ags2024 BN 212%
Proyeksi Inflasi Desember 2024 Jui2024 BN 213%
Jun2024 I 251%
Nama ekonom Lembaga ,,"'m':"',m Mei2024 I 2,384%
Josua Pardede Bank Permata 054%  167% Apr2024 NN 300%
Hosianna E Situmorang__ Bank D 033%  173%  Mar2024 NN 305%
Myrdal Gunarto Bank Maybank 162%  Feb202q NN 2.75%
David Sumual Bank BCA 160%  Jan2024 NN 257%
- Bank Syariah Des2023 NN  261%
Banjaran S Indrastomo Idapeda 150% Nov2023 DN 2,36%
Sumber: Wawancara KONTAN Sumber: Bank Indonesia
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Next five years outlined in the RPJ]MN
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heads, regional secrctaries and
heads of regional development
planningboards (Rappeda).

In his opening speech,
Rachmat said the
Musrenbangnas wasa
participatory and inclusive
forum Lo formulate the direction
of the national mecium-term
development plan policy, which
fullowed upublic consultation
forum that has been held since
carly December.

He cited lh e late economist

Widjojo 1o, who saie
that planaing evolved around
determining the goalsto b

achivved w
aswel os th
rational way to achieve s
“Drofosent Widjojo Nit

which is the free nutr
program.
“This program not only fulflls
the needs of pregnant women,
al

plan:
on Pancasil the 1045,

Constitution to achieve ajust
and prosperous saciety. Tn our

and pazticipation. This national
slr:ihgjn progr:

opinion,

vnd

proje
these goals. [
with that, then

strategic project,”

and increase econos wih
oy 086 pervent in the e year

elaborat
ta Ci

tillion,
At the same time, the free
nutritious meals program wi

demanc for
agrcultural prodietsfood.
and jobs, logistical facilitie
snd nfeastracture whilealso

percent in 2024,
toward §

are

wicient infood,

asfoud. energy and

Reducingthe povery ralcis

e continucd, would

sacial protection, community

creal whic]
in turn would create supply that
< adriving foree for

and improving
jon a

regional cconomic
health services. The s growth.

improving the qual The nati resulting
TUSOUTTeS i I the M b Drd B

is, bullding

by

new superior schools, integrled

teachers. he explained.

planning

ible

fregional

export-oriented fareign dircet
investment (FDT) and non-state
budget APBN)investment;

con transfersto
h.

s nergy and
water which synergize with forest

The founders of this country adhered to
the understanding that the economy is
structured on the basis of the principle
of family. The governmentis not justa

regulator, the government is responsible,
elected by the people, the protector of the
people.

President Prahowo Subianto

people, us the protector of the
people. The government must
be aleader, o pioneer, u nanzger,
hegoveraienl must mannye
the economy. the g
st it oy mu vwamwf
the

fusion bebween the best of the
two, precariously balancing
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transfarmatian will also drive
development and growth, it

rtgxun.x finances neededtobe

can
reduce monetary leakage in very

e with Law Now

592024, the 2025 2045 Na

Long-Term Plan

need to pmm tthe mmnu n
ple. h

worn inas President, he

well as regional governmer ‘h w0
cnsure that

tanget

“We would liketo convey
once again that this RRIMN is
the initial fou forthe

Suarantee the countiyswellaess
and protection was through
ensuring the health of ite people,
particularly through the free
nutritious meals program under

must have
enough to eat. Protectingall our
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np)
aswellas possible,” Rachmat
concluded.
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Growth target: The myth
of the middle-income trap

he idea of the middle-

income trap has long

haunted countries striv-

ing to reach high-in-
come status. Indonesia, having
recently attained upper mid-
dle-income status, is often cast
as the latest protagonist in this
narrative.

But this concept, while catchy,
is deeply flawed. The so-called
trap is neither a definitive barri-
er nor unique to middle-income
countries. It’s a policy challenge:
an opportunity to innovate pol-
icies, adapt and unlock new
growth engines.

Under the leadership of Presi-
dent Prabowo Subianto, who took
office in October, Indonesia has
set an ambitious target: Driv-
ing economic growth to at least 8
percent annually within the next
five years. This leap from the cur-
rent 5 percent range could eradi-
cate poverty and shatter the mid-
dle-income ceiling.

But the key question remains:
How can Indonesia not only
spark, but also sustain, such rap-
id growth?

To transform ambition into
reality, Indonesia must focus
on both strategy and execution.
Three critical directions can
chart its course: outward orien-
tation, domestic integration and
growth through inclusion.

By Norimasa Shimomura
and Philip Schellekens
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Norimasa Shimomura is UNDP Indonesia resident representa-
tive. Philip Schellekens is UNDP chief economist for Asia and the
Pacific. The views expressed are personal.

Indonesia’s outward orienta-
tion is vital for accessing global
markets, acquiring advanced tech-
nologies and fostering innovation.
Doubling down on exports is a
proven accelerator; just ask South
Korea or Vietnam. Staying com-
petitive in this arena will require
nimble trade policies and invest-
ments in high-value sectors.

Domestic integration is war-
ranted, as regional disparities re-
main a drag on Indonesia’s econ-
omy. Bridging the gaps between
urban and rural areas can unlock
untapped potential, ensuring
that all regions contribute to and
benefit from growth. Strengthen-
ing logistics and regional connec-
tivity will be key to achieving this.

Growth through inclusion
starts from the premise that great-
er inclusion in and of itself can be
an enabler of sustained growth.
Indonesia could realize the gen-
der dividend by promoting female
labor force participation. It could
also generate a growth impulse by

having the informal sector con-
tribute more to national growth.
An industrial policy for the infor-
mal sector is long overdue.
Strategies alone do not drive
development. Execution is the
real challenge. Success requires
the embrace of three core prin-
ciples: future orientation, stra-
tegic focus and a relentless com-
mitment to implementation.
Climate change shifts in de-
mographics and technology and
changing patterns in global-
ization make the development
landscape of the future more
challenging. Indonesia must
stay agile against this changing
backdrop, anticipating disrup-
tions and adjusting strategies to
remain resilient. Future orienta-
tion is therefore key.
Technocratic laundry lists of
policy solutions are outdated and
dilute impact. Success will lie in
prioritizing a few transformative
initiatives in the form of strategic
big bets. This helps align resourc-
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es and efforts more sharply with
national goals and increases the
likelihood of success.

Consistent and continuous
implementation is critical. Most
attention should be devoted to
this department, which requires
strengthening institutional ca-
pacity for executing and moni-
toring policies, as well as inde-
pendent reviews to assess the
progress being made.

It’s time to retire the myth of
the middle-income trap. The real
challenge lies in adaptability, fo-
cus and follow-through.

Asia offers no shortage of in-
spiration, Singapore, under Lee
Kuan Yew, and China, guided
by Deng Xiaoping, achieved re-
markable growth through bold
visions paired with pragmatic
strategies. Indonesia can emu-
late these successes by adapting
them to its unique context and
aspirations.

Critics may call Indonesia’s vi-
sion of zero poverty and 8 percent
growth unrealistic. But history
is built by bold leaps, not timid
steps. As Stewart Brand once said,
“This present moment used to be
the unimaginable future.”

With clear priorities, strategic
discipline and unwavering com-
mitment, Indonesia is poised to
defy the odds and rewrite its de-
velopment story.
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Oleh Nasori

engamat kebijakan pub-

lik sekaligus peneliti In-

stitute for Demographic

and Affluence Studies

(Ideas) Muhammad An-

war menjelaskan, dalih bahwa ke-
bijakan tersebut adalah amanah
Undang-Undang Harmonisasi Per-
aturan Perpajakan (UU HPP) secara
hukum dapat dibenarkan, tetapi ke-
bijakan pajak tidak semata-mata soal
legalitas. Kebijakan fiskal juga harus
mencerminkan sensitivitas terhadap
kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
“Kerasnya keinginan untuk
menaikkan PPN justru memmbu

rimbangkan Tantangan
Ekonomi Saat Ini

JAKARTA, ID - Keinginan pemerintah untuk tetap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terkesan
memprioritaskan kepatuhan pada aturan yang dibuat di masa lalu, tanpa mempertimbangkan dinamika dan tantangan ekonomi saat
ini. Situasi ekonomi yang terus berkembang menuntut fleksibilitas pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan
dan tidak kontraproduktif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tarif PPN Indonesia
Terbesar Kedua di Asean

Data tarif PPN Indonesia dan negara Asean lainnya tahun
2024. PPN Indonesia berada di posisi kedua di wilayah Asean.

PPN menjadi 12% akan memperbe-
sar defisit anggaran, terutama jika
belanja pemerintah tetap berjalan
sesuai rencana tanpa adanya penye-
suaian. Akibatnya, pemerintah
mungkin perlu mengurangi belanja
pada sektor-sektor nonprioritas
atau menunda proyek infrastruktur
besar untuk menjaga keseimbangan
fiskal,” jelas dia.

Dalam kondisi ini, menurut
Anwar, pemerintah harus mencari
cara alternatif untuk menutup
kekurangan pendanaan. Salah satu
opsi yang dapat dipertimbangkan
adalah mengefisienkan belanja
negara, dengan memprioritaskan
anggaran untuk program yang paling

k dan

lkan pertany
puan pemerintah untuk mengeks
plorasi potensi perpajakan lain yang
lebih adil dan progresif, seperti pajak
atas kekayaan, pajak karbon, atau
optimalisasi penerimaan dari sek-
tor informal dan digital yang masih
belum tergarap maksimal,” jelas dia
kepada Investor Daily, pekan lalu.

Menurut dia, pemerintah seben-
arnya memiliki ruang untuk men-
goreksi kebijakan tersebut, salah sa-
tunya melalui penerbitan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Un-
dang (Perppu). Langkah ini tidak
hanya legal secara konstitusional,
tetapi juga mencerminkan empati
pemerintah terhadap keresahan
publik.

Waktu yang tersisa beberapa hari

duktif. “Ketiga,

pemerintah mungjun harus mengan-

dalkan utang untuk menutupi defisit

anggaran. Meskipun utang dapat

menjadi solusi jangka pendek untuk
AR

o' Lt il et L
gram pembangunan, peningkatan
ketergantungan pada utang perlu
diantisipasi dengan hati-hati,” kata
dia.

Kenaikan utang berpotensi men-
ingkatkan beban pembayaran bunga
utang di masa depan, yang pada
gilirannya akan mengurangi ru-
ang fiskal untuk pemblayﬂan sekt-

SUMBER PWC, KPMG

arkan. Perlama, norma kenaikan
PPN imb h hukum

or-sektor penting seperti k
pendidikan, dan infrastruktur.
Selain itu, beban bunga utang yang
semakin tinggi dapat membatasi
ﬂeksllnhtas fiskal pemermtah dalam

i ketidak ian eko-

ke depan adalah peluang penting
bagi pemerintah untuk menun-
jukkan keberpihakan nyata ke-
pada rakyat. Menunda kenaikan
PPN melalui Perpu bukan hanya
keputusan pragmatis, tetapi juga

nomi. Oleh karena m: pemerintah
harus mencari cara untuk mengur-
angi ketergantungan pada utang
dengan mengoptimalkan pener-
imaan negara.

desak untuk diselesail

tidak ada alasan bagi pemerintah un-
tuk tidak menerbitkan Perppu yang

Masahh hukum itu mulai dari inflasi
atau naiknya harga barang jasa,
f 1 :

rumah tangga kelas menengah
ke bawah, meningkatnya angka
pengangguran, tertekannya UMKM,

batalkan berlakunya keten-
tuan kenaikan PPN menjadi 12%
pada 1 Januari 2025. Menerbitkan

penerimaan negara dengan mencari
sumber pendapatan baru yang le-
bih adil dan progresif, yang dapat
mengurangi ketergantungan pada
pajak konsumsi seperti PPN yang
cendemng regreslf

yang dapat digali adalah pertarna.
pajak atas kekayaan. Pajak ini dapat
dikenakan pada individu atau en-
titas yang memiliki kekayaan di
atas ambang batas tertentu, seperti
properti, saham, dan aset lainnya.

Pengenaan pajak kekayaan ini
dapat membantu redistribusi kekay-
aan dengan cara yang lebih adil,
karena kelompok masyarakat yang
lebih mampu akan memberikan kon-
tribusi yang lebih besar tanpa mem-
bebani kelompok berpendapatan
rendah.

“Kedua, pajak karbon juga
merupakan sumber penerimaan
yang sangat relevan, mengingat
urgensi perubahan iklim dan upaya
untuk mengurangi emisi gas rumah
kaca. Pajak karbon dapat dikenakan
pada perusahaan atau sektor yang
menghasilkan emisi karbon diok-
sida, dengan tujuan untuk mend-
orong industri beralih ke teknologi
yang lebih ramah lingkungan,” kata
dia.

Selain memberikan penerimaan
tambahan, pajak karbon juga dapat
men;adx insentif untuk mendorong

t i ek i menuju eko-

Perppu yang dimaksud merupakan
wujud komitmen pemerintah un-

nomi hijau yang lebih berkelanjutan.
“Ketiga, pemerintah juga perlu

industri manufaktur dan potensi
menambah jumlah rakyat miskin
di Indonesia. Kedua, keberadaan
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Bab IV
Pasal 4 Angka 2 UU HPP 2021 tidak
memadai karena tidak memuat ke-
dan keadilan hukum.

langkah strategis untuk memastikan Namun meskipun dampak fiskal
kebijakan fiskal tidak jadi bum- penting untuk diperhitun-
erang yang memperburuk daya beli gkan penurunan tersebut tidak se-
masyarakat dan stabilitas ek i b g dengan dampal mvmififa P
nasional. PPN terhadap kel k

Anwar menjelaskan, jika ke- berpendapatan rendah dan men-
bijakan kenaikan PPN menjadi engah.
12% dibatalkan, pemermtah perlu Sebelumnya, Direktur Hukum

isipasi beb Center of E ics and Law Stud-

fiskal yang sxgmﬁkan. Dampak yang
perlu diantisipasi adalah pertama,
potensi penurunan penerimaan

Sebagai salah satu sumber utama
pendapatan negara, PPN memiliki
peran penting dalam menopang
APBN. Pembatalan kebijakan ini
dapat mengurangi pendapatan yang
telah dianggarkan untuk berbagai
program pembangunan dan belanja
negara, sehingga memaksa pemer-
intah untuk menyesuaikan proyeksi
pendapatannya.

lan k ik

ies (Celios) Mhd Zakiul Fikri ber-
pendapat kenaikan tarif PPN men-
jadi 12% pada 2025 berpotensi
mencekik daya beli masyarakat.
Pemerintah dapat membatalkan
kenaikan PPN melalui Perppu karena
situasi mendesak dan norma hukum
terkait tidak memadai.

“Langkah ini diperlukan untuk
mencegah dampak buruk bagi eko-
nomi dan Masyarakat,” jelas dia,
Kamis (26/12/2024).

Zakiul mengatakan, ada tiga
alasan mengapa Perppu pembatalan

ikan PPN 12% harus dikelu-

“Kedua, pemb

Ketiga, kondisi saat ini tidak
mungkin diatasi dengan cara mem-
buat atau merevisi undang-undang
melalui prosedur biasa, mengingat
memakan waktu yang cukup lama

duari ted £ RS

“Keadaan mendesak, sebab per 1
Januari 2025 perintah norma yang
problematik dari Pasal 7 ayat (1) Bab
IV Pasal 4 Angka 2 UU HPP 2021

perhatikan sektor informal

ptimal,” jelas dia.

tuk melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpahdzrah dan digital yang selama ini belum
Ind dan untuk j p secara

kesejal umum, mencerdask ‘Sektor informal, menurut Anwar,
kehidupan bangsa, dan ikut melak- meskipun sering kali sulit untuk

sanakan ketertiban dunia yang ber-

P

abadi dan keadilan sosial.
Pemerintahan Jokowi pernah
menerbitkan Perppu No.1 Tahun
2017 tentang Kepentingan Pajak.
Perppu ini lahir terkait tax amnesty
yang lebih banyak dinikmati oleh
orang kaya dan pengemplang pajak.
“Kalau Jokowi menerbitkan Perppu
untuk orang kaya dan pengemplang
pajak, maka ini saatnya Prabowo
meninggalkan bayang-bayang
Jukam, dzngan menerbitkan Perppu
ikan PPN 12% di

harus dilal kan. S DPR
RI sedang berada pada masa reses
dari 6 Desember 2024 sampai 15
Januari 2025, sehingga tidak mun-
gkin persoalan tersebut dibicarakan
bersama dalam waktu dekat,” kata
Zakiul.

Menurut dia, hal ini selaras
dengan putusan Mahk Kon-

UU HPP dan saatnya berpihak pada
masyarakat menengah bawah yang
tengah dihimpit berbagai kesulitan
ekonomi,” ungkap Zakiul.

Sumber Pendapatan Baru
Semenlara itu, Anwar ber-

stitusi No.138/PUU-VII/2009, maka

h masih memi-
PR

dipajak, mencakup sejumlah besar
pelaku usaha yang dapat dikenakan
pajak dengan pendekatan yang lebih
inklusif dan terukur.

Digitalisasi ekonomi, di sisi lain,
membuka peluang besar untuk
meningkatkan penerimaan pajak.
Banyak perusahaan digital besar
yang beroperasi di Indonesia namun
belum sepenuhnya terdaftar atau
membayar pajak sesuai dengan
keuntungan yang mereka hasilkan.
Pemerintah dapat memperkuat
regulasi dan pengawasan untuk
memastikan bahwa sektor digital
juga berkontribusi pada penerimaan
negara.

Dengan memanfaatkan sum-
ber-sumber pendapatan yang lebih
progresif ini, pemerintah tidak
hanya dapat meningkatkan pener-
imaan negara secara berkelanjutan,
tetapi juga menciptakan sistem per-

liki P g untuk
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pajakan yang lebih adil. (th)




